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Abstract: Domestic violence is a complex problem that not only violates human rights, but also 
damages social order and family harmony. In Indonesia, especially in Gampong Rheum Barat, 
Simpang Mamplam District, Bireun Regency, handling domestic violence cases often involves 
various parties, from law enforcement officers to traditional institutions. Tuha Peut, as one of the 
traditional institutions that has a central role in Acehnese society, is traditionally recognized as 
having the authority and local wisdom in resolving various disputes, including those that occur in 
the household. Although a formal legal system has existed to handle cases of domestic violence, 
the reality is that many victims are reluctant to take legal action for various reasons, such as the 
desire to maintain family integrity and some as members of the community have little knowledge. 
In this context, the role of Tuha Peut becomes crucial. They are often the first party contacted by 
victims or families, to seek solutions based on customary and religious values. However, after 
seeing the explanation above, questions arise about how Tuha Peut plays a role in resolving cases 
of domestic violence that occur in Gampong Rheum Barat. And has God played an effective role 
in resolving domestic violence cases in Gampong Rheum Barat? Or does it have the potential to 
be the opposite? This article aims to explore more deeply the role of Tuha Puet in resolving 
domestic violence cases in Gampong Rheum Barat, and will find out whether Tuha Peut has played 
an effective role in resolving domestic violence cases that occurred in Gampong Rheum Barat? 
The discussion of the problem in this article will be carried out through a descriptive qualitative 
approach by combining several data collection methods such as reviewing various literature, 
scientific journals, books, laws and regulations related to domestic violence, and Qanun No. 10 of 
2008 concerning customary institutions. And also conducting interviews with members of Tuha 
Peut who are directly involved in resolving domestic violence cases, victims or families of victims 
who have gone through the customary resolution process. This interview aims to understand the 
perspective, experience, and concrete mechanisms used by Tuha Peut. The main conclusion or 
main idea that emerges from the discussion of this article is that Tuha Peut’s performance in 
handling and reducing incidents of domestic violence in Gampong Rheum Barat can be 
categorized as quite effective, starting from the stage of receiving reports to decision making at the 
customary court forum. This effectiveness can be seen from the consistency of the implementation 
of tasks by Tuha Peut, which has been in line with the provisions stipulated in Qanun Number 10 
of 2008 concerning Customary Institutions. The regulation confirms that members of Tuha Peut 
have the authority to maintain security stability, create a sense of peace, and maintain harmony and 
order in the community. However, it is still found a number of cases that have not been 
successfully resolved by Tuha Peut in Gampong Rheum Barat. It should be emphasized that the 
failure of the mediation efforts was not caused by the less than optimal role of the Tuha Peut 
institution, but rather by the attitudes of the parties involved in the dispute. Often, the perpetrators 
insist on rejecting peace and tend to blame the victim, even accusing the victim of being the main 
cause of domestic violence committed by her brother (namely the victim’s husband). 
Keywords: The Role of Tuha Peut, Completing KDRT, Gampong Reum Barat. 
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Abstract: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya 
melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keharmonisan keluarga. Di 
Indonesia, khususnya di Gampong Rheum Barat Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten 
Bireun, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali melibatkan berbagai pihak, 
mulai dari aparat penegak hukum hingga lembaga adat. Tuha Peut, sebagai salah satu lembaga adat 
yang memiliki peran sentral dalam masyarakat Aceh, secara tradisional diakui memiliki otoritas dan 
kearifan lokal dalam menyelesaikan berbagai perselisihan, termasuk yang terjadi dalam lingkup 
rumah tangga. Meskipun sistem hukum formal telah ada untuk menangani kasus kekerasan dalam 
rumah tangga, realita nya banyak korban yang enggan menempuh jalur hukum karena berbagai 
alasan, seperti  keinginan untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan ada juga sebagai 
masyarakat mempunyai pengetahuan yang awam. Dalam konteks inilah, peran Tuha Peut menjadi 
krusial. Mereka seringkali menjadi pihak pertama yang dihubungi oleh korban atau keluarga,  untuk 
mencari solusi yang berlandaskan nilai-nilai adat dan agama. Namun setelah melihat penjelasan 
diatas pertanyaan muncul mengenai bagaimana Tuha Peut berperan dalam menyelesaikan kasus 
kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong Rheum Barat. Dan apakah Tuha  sudah 
berperan secara efektif dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Gampong 
Rheum Barat? Atau justru berpotensi sebaliknya?. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam 
peran  Tuha Puet dalam menyelesaikan kasus KDRT di Gampong Rheum Barat, serta akan 
mencari tahu apakah Tuha Peut  sudah berperan efektif dalam menyelesaikan kasus kekerasan 
dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong Rheum Barat?. Pembahasan persoalan dalam artikel 
ini akan dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan beberapa 
metode pengumpulan data seperti mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, peraturan 
perundang-undangan terkait KDRT, serta Qanun No 10 Tahun 2008 Tentang lembaga adat. Dan 
juga melakukan wawancara dengan anggota Tuha Peut yang terlibat langsung dalam penyelesaian 
kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban atau keluarga korban yang pernah melalui proses 
penyelesaian adat. Wawancara ini bertujuan untuk memahami perspektif, pengalaman, dan 
mekanisme konkret yang digunakan Tuha Peut. Kesimpulan utama atau ide pokok yang  muncul 
dari pembahasan artikel ini adalah Kinerja Tuha Peut dalam menangani dan mereduksi insiden 
kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Rheum Barat dapat dikategorikan cukup efektif, 
dimulai dari tahap penerimaan laporan hingga pengambilan keputusan pada forum persidangan 
adat. Efektivitas ini dapat dilihat dari konsistensi pelaksanaan tugas oleh Tuha Peut, yang telah 
selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. 
Regulasi tersebut menegaskan bahwa anggota Tuha Peut memiliki otoritas dalam menjaga stabilitas 
keamanan, menciptakan rasa tenteram, serta memelihara keharmonisan dan ketertiban di 
lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah kasus yang belum berhasil 
diselesaikan oleh Tuha Peut di Gampong Rheum Barat. Perlu ditekankan bahwa kegagalan dalam 
upaya mediasi tersebut bukan disebabkan oleh kurang optimalnya peran lembaga Tuha Peut, 
melainkan lebih kepada sikap para pihak yang terlibat dalam sengketa. Sering kali, pihak pelaku 
bersikeras menolak perdamaian dan justru cenderung menyalahkan korban, bahkan menuding 
korban sebagai penyebab utama tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 
saudara laki-lakinya (yaitu suami dari korban). 
Kata Kunci: Peran Tuha Peut, Menyelesaikan KDRT, Gampong Rheum Barat. 
 
PENDAHULUAN 

Penyelesaian isu kekerasan dalam rumah tangga oleh Tuha Peut di Gampong Rheum Barat 

tidak selalu berakhir dengan hasil yang positif. Dari delapan kasus kekerasan rumah tangga yang 

terdaftar pada tahun 2024, terdapat empat kasus yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh 

Tuha Peut. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketidakmampuan penyelesaian kasus-

kasus tersebut adalah sikap keluarga pelaku, yang cenderung menyalahkan korban. Padahal, 
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seharusnya korban mesti mendapatkan perlindungan dan dukungan baik dari pihak pelaku maupun 

dari keluarganya. Namun, realita nya, sebagian keluarga pelaku justru menuduh korban sebagai 

penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Di hadapan permasalahan tersebut, 

proses penyelesaian menjadi terhambat, serta menyebabkan berkurangnya kesetaraan dan keadilan 

bagi korban. Dalam konteks ini, ketika korban diingkari haknya, upaya penyelesaian sering kali 

hanya berfokus pada rekonsiliasi tanpa mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak korban yang 

seharusnya dilindungi. 

Tingginya jumlah insiden kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di berbagai wilayah di 

Indonesia, khususnya di Aceh, merupakan suatu masalah kompleks yang sulit untuk diselesaikan. 

Berbagai faktor berkontribusi terhadap banyaknya kasus ini, terutama dalam konteks perempuan 

yang sering kali merasa terjebak dalam hubungan yang sarat dengan kekerasan. Hal ini umumnya 

disebabkan oleh ketergantungan finansial terhadap pelaku, terutama ketika pelaku berperan sebagai 

pencari nafkah utama dalam keluarga. Ketergantungan tersebut dapat memperburuk kondisi 

ketidakberdayaan para korban, yang sering kali merasa tidak memiliki alternatif lain selain untuk 

bertahan dalam hubungan yang merugikan diri mereka.1  

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Lembaga Adat, diatur dalam Pasal 1 ayat 1 

dan 2 yang menyatakan bahwa lembaga adat memiliki peran sebagai media bagi partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan, pembinaan masyarakat, serta 

penyelesaian isu-isu sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Lembaga-lembaga adat yang 

dimaksud dalam ayat tersebut mencakup majelis adat Aceh, imuem mukim, imuem chik, keuchik, 

tuha peut, tuha lapan, imuem meunasah, keujruen blang, panglima laot, pawang glee/uteun, petua 

seuneubok maupun sebutan lainnya, haria peukan, dan syahbana. Dari bunyi pasal tersebut, dapat 

dipahami bahwa dalam struktur lembaga adat terdapat peranan Tuha Peut yang signifikan dalam 

kehidupan sosial masyarakat Aceh.  

Tuha Peut adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai dewan empat di Aceh, di mana para 

anggotanya, baik secara individu maupun kolektif, memikul tanggung jawab terkait tugas-tugas 

pemerintahan umum dalam kapasitasnya sebagai dewan yang mendukung seorang Uleebalang. 

Pengangkatan dan pemberhentian Tuha Peut Gampong dilakukan oleh Camat berdasarkan 

 
1 Riadi Asra Ahmad, Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7 No.11( November 2024), Hal. 3. 
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rekomendasi Imuem Mukim yang berasal dari hasil musyawarah Gampong. Lembaga ini dipimpin 

oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang juga bertindak sebagai anggota dewan.2   

Tuha Peut dapat diartikan sebagai kolaborasi antara ulama, pemimpin adat, anggota 

masyarakat, dan individu yang berpengetahuan. Keberadaan qanun-qanun Aceh semakin 

memperkokoh pelaksanaan keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh. Seiring dengan berjalannya 

waktu, terutama terkait dengan sistem peradilan adat Aceh, peranan Tuha Peut menjadi sangat 

signifikan dalam penegakan hukum di tingkat Gampong. Dalam konteks ini, fungsi Tuha Peut 

terbukti bermanfaat dalam menyelesaikan berbagai jenis perselisihan, termasuk masalah kekerasan 

dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong-gampong.3   

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong Rheum Barat pada 

bulan Agustus 2024 menunjukkan tindakan seorang suami yang melakukan kekerasan fisik 

terhadap istrinya, termasuk pemukulan di area kepala serta serangkaian ancaman yang 

menyebabkan ketakutan mendalam pada korban. Sebagai langkah untuk menegakkan keadilan, 

korban mengambil inisiatif hukum dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Tuha Peut. 

Tujuan dari pengaduan tersebut adalah agar tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga ini 

dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat yang berlaku di Gampong Rheum Barat. 

Beberapa penelitian telah meneliti tentang peran majelis adat aceh dalam menyelesaikan 

kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti penelitian yang dilakukan oleh Prakasa (2024) dengan 

judul peran imeum mukim dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (studi 

penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar). Adapun hasil penelitian ini, pertama, pola yang 

dilakukan oleh Imeum Mukim Tungkop dalam proses penyelesaian kasus KDRT yaitu berperan 

sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan juga sebagai arbiter dalam 

memutuskan perkara, dan kedua, tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian KDRT oleh 

Imeum Mukim di Mukim Tungkop yaitu sesuai dengan Qanun Aceh yang dirancang berlandaskan 

syari’at Islam dan telah sesuai dengan prinsip dan konsep dalam ajaran Islam yaitu dalam rangka 

mencari ishlah (perdamaian) dengan menghadirkan tahkim (penengah).4  

 
2 Abdul Sani, Disparitas Sosiokultural Lembaga Tuha Peut dan Badan Permusyawaratan , 

Desa dalam Konsepsi Negara Kesatuan, Jurnal Sosial Humaniora Sigli, Vol.7 No.1 (Juni 2024), 
Hal.6.  

3 Muhammad Ridha, Skripsi: Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak 
Pidana Kekerasa Dalam Rumah Tangga (studi kasus di Gampong Cot Merak Blang Kecamatan 
Samalanga Kabupaten Bireun, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), hlm 8. 

4 Prakasa Rahmat Ananda. Peran Imeum Mukim DalAam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (Studi Penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar). Diss. UIN Ar-Raniry, 2024.  
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Selanjutnya Sinawati (2021) juga telah meneliti tentang penyelesaian kasus kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) melalui lembaga adat (studi kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam 

Kota Banda Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat mempunyai fungsi dan 

peran dalam menyelesaikan kasus KDRT sesuai dengan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 

2008 yaitu sebagai sebagai penanggung jawab dan sebagai penengah atau pembantu dalam 

menyelesaikan perkara KDRT. Dan adanya faktor KDRT tidak diselesaikan melalui lembaga adat 

Gampong Mulia, yaitu faktor ketidaktahuan hukum, faktor kondisi sosial ekonomi, dan faktor 

kekhawatiran pihak yang berperkara. Dan pada tata cara penyelesaian perkara sudah sesuai dengan 

tahapan yang terdapat di dalam Qanun.5  Selain kedua penelitian di atas, penelitian tentang peran 

majelis adat Aceh dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan oleh 

Liana (2023) dengan judul penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh aparatur gampong (kajian 

penerapan Qanun No. 01 Tahun 2009 tentang keamanan dan ketertiban Gampong Lamkuta Blang Mee 

Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Gampong 

mengamankan para pihak yang bersengketa, dari laporan sengketa tersebut Aparatur Gampong 

dan pihak yang bersengketa sama-sama memusyawarahkan untuk menyelesaikan perkara tersebut.  

Ketiga penelitian ini sama-sama telah membahas tentang peran majelis adat Aceh dalam 

menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun ada perbedaan antara ketiga 

penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada peran Tuha Peut dalam 

menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merujuk pada Qanun Aceh No. 10 

Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Jadi peran krusial yang dilakukan oleh Tuha Peut dalam 

penelitian ini sudah sangat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun tersebut, 

sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa efektivitas fungsi Tuha Peut dalam menangani 

kasus kekerasan dalam rumah tangga pada penelitian ini sudah terbilang memadai, mulai dari 

penerimaan kasus hingga pengambilan keputusan di sidang. 

Mengacu pada isu kekerasan dalam rumah tangga yang telah diuraikan sebelumnya, 

penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kontribusi Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus 

kekerasan domestik di Gampong Rheum Barat. Selain itu, studi ini juga akan menilai sejauh mana 

efektivitas peran Tuha Peut dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga di wilayah 

tersebut, dengan menggunakan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Lembaga Adat sebagai 

kerangka acuan. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih 

jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam konteks tersebut. 

 

 
5 Sinawati Vivi. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) melalui lembaga adat (studi 

kasus gampong mulia kecamatan kuta alam kota banda aceh). Diss. UIN Ar-raniry, 2021. 
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METODE PENELITIAN 

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam 

penelitian ini, penulis mengacu pada Perundangan yang tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 

2008 mengenai lembaga adat. Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data dengan 

melakukan wawancara mendalam terhadap Tuha Peut Desa Rheum Barat, serta melalui 

pendekatan dokumentasi. Dokumentasi di sini merujuk pada suatu metode yang bertujuan untuk 

mengumpulkan beragam dokumen yang didasarkan pada bukti yang valid, di samping hasil 

wawancara dengan para responden yang disertai dengan foto-foto sebagai dukungan untuk 

memperkuat akurasi informasi yang diperoleh. Objek dalam penelitian ini yaitu di Gampong 

Rheum Barat dengan melakukan wawancara kepada Tuha Peut dan juga pihak yang terkait dalam 

permasalahan yang sedang di teliti. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu. Menurut 

Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Uhar Suharsaputra, ada tiga tahapan yang harus 

dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Peran Tuha Peut Dalam Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di 

Gampong Rheum Barat  

Tuha Peut adalah lembaga adat di  tingkat Gampong di Aceh yang berfungsi sebagai badan 

permusyawaratan dan memiliki peran penting dalam penyelesaian berbagai sengketa masyarakat, 

termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun peran Tuha Peut dalam proses 

penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Rheum Barat yaitu sebagai berikut:  

a) Penerimaan perkara, Secara umum perkara dimulai dengan adanya pengaduan perkara oleh 

pihak yang sedang bersengketa seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga.  

b) Selanjutnya Tuha Peut akan menerima perkara, lalu tuha peut akan memanggil perangkat 

Gampong yang terlibat untuk melakukan rapat, dan dalam rapat tersebut akan membahas 

mengenai laporan kekerasan dalam rumah tangga yang di laporkan oleh korban. 

c) Mendengar keterangan dari pihak yang bersengketa, Pada tahapan ini tuha peut dan 

perangkat Gampong yang terlibatakan melakukan duk rapat perkara pada rumah korban 

yang dihadiri oleh pihak yang sedang bersengketa. Untuk mendengarkan keterangan dari 

pihak korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Tuha Peut. 

d) Meminta keterangan dari pihak saksi, pada tahap ini, para penegak hukum dan alat bukti 

yang ada mengumpulkan pernyataan dari saksi-saksi yang menyaksikan aksi kekerasan yang 

dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.  
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e) Penentuan bentuk penyelesaian perkara dan sanksi, Jika pemangku adat dan perangkat desa 

yang terlibat telah memiliki pemahaman yang memadai terkait pokok permasalahan yang 

dilaporkan, serta setelah mendengarkan penjelasan dari pihak korban, pelaku, dan saksi, 

maka langkah berikutnya adalah menetapkan jenis solusi dan sanksi adat yang layak untuk 

diterapkan dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut. 

f) Bentuk penyelesaian dan sanksi adat, pada tahap ini, Tuha Peut akan mengundang kedua 

pihak yang terlibat dalam sengketa ke kediaman korban yang mengalami kekerasan dalam 

rumah tangga. Proses ini akan dihadiri oleh seluruh perangkat Gampong yang terkait, saksi-

saksi, serta orang tua dari baik korban maupun pelaku. Selanjutnya, Tuha Peut akan 

memberikan penjelasan mengenai bentuk keputusan yang diambil, pertimbangan yang 

mendasarinya, serta norma-norma adat yang menjadi landasan dalam penyelesaian 

sengketa tersebut dan sanksi yang mungkin diterapkan. Penyelesaian sengketa di tingkat 

peradilan Gampong berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga umumnya 

diwujudkan dalam bentuk perdamaian. Pendekatan perdamaian yang diterapkan mengacu 

pada prinsip musyawarah demi mencapai mufakat dengan cara meredakan konflik antara 

kedua pihak yang bersengketa. 

g) Putusan peradilan dan penetapan sanksi, Dalam tahapan ini, tuha peut memutuskan 

berdasarkan pertimbangan keuchik, tuha lapan, tokoh agama Gampong, sekdes dan juga 

perangkat desa yang terlibat. Apabila terbukti bahwa seorang pelaku melakukan tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangannya, maka sebagai konsekuensi 

dari tindakan kriminal itu, pelaku menyatakan kesediaannya untuk menerima sanksi adat. 

Selain itu, ia juga berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. 

h) Pelaksanaan putusan, jika penyelesaian dan sanksi disepakati serta diterima oleh semua 

pihak yang terlibat dalam sengketa, langkah berikutnya adalah pelaksanaan putusan 

sengketa tersebut. Proses pelaksanaan putusan ini berlangsung dalam sebuah sidang 

terakhir yang diadakan di lokasi tempat tinggal korban. Pada sidang tersebut, semua pihak 

yang bersengketa hadir, bersama dengan Keuchik, Teungku Imuem Meunasah, dan Tuha 

Peut.6  

Adapun sanksi adat yang diberikan oleh Tuha peut Gampong Rheum Barat terhadap 

pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu: 

 
6 Wawancara Dengan Husein (Sebagai Tuha Peut Gampong Rheum Barat) 29 Januari 2025. 
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a) Memberi nasehat, nasihat yang ditujukan adalah bahwa tidak ada manusia yang 

bebas dari kesalahan, dan setiap orang pasti pernah mengalami kekhilafan. Oleh 

karena itu, kesalahan yang telah dilakukan seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas diri sebagai suami di masa mendatang. Allah SWT telah 

memberikan akal dan pikiran yang jernih kepada manusia agar kita mampu berpikir 

kritis dan mengendalikan diri ketika menghadapi berbagai tantangan, termasuk 

dalam konteks permasalahan rumah tangga. Pernikahan merupakan sebuah 

komitmen yang signifikan, yang membawa tanggung jawab besar bagi seorang pria, 

di mana dia mengambil seorang wanita dari keluarganya untuk membangun 

kehidupan bersama dalam sebuah keluarga. Apabila individu dapat mengaplikasikan 

nasihat tersebut dalam menghadapi permasalahan yang ada, maka mereka akan lebih 

mampu untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah. 

b) Sanksi teguran, sanksi teguran akan dilakukan setelah diberikan nasehat tetapi pelaku 

tidak mau berubah, sanksi teguran ini bertujuan untuk memberikan pelajaran dan 

kesempatan sekali lagi untuk berubah. dengan teguran Tuha Peut dan masyarakat 

setempat menganggap bahwa pelaku lebih merasa bersalah dan akan menyesali 

terhadap perbuatan yang sudah dia lakukan. 

c) Pernyataan maaf, pernyataan maaf dilakukan oleh pelaku pada korban di depan Tuha 

Peut  dan perangkat desa yang terlibat dalam peradilan adat tersebut. Dengan adanya 

pernyataan maaf ini Tuha Peut dan perangkat Gampong berharap dapat 

memperbaiki hubungan yang rusak antara pihak yang bersengketa.7  

Secara umum, semua permasalahan yang muncul dalam masyarakat Gampong diselesaikan 

melalui lembaga adat, di mana pihak yang terlibat segera melaporkan atau mengajukan aduan 

kepada Tuha Peut atau perangkat Gampong lainnya. Selanjutnya, kasus-kasus tersebut akan dibawa 

untuk disidangkan di Meunasah. Namun, untuk sengketa atau konflik yang melibatkan wanita dan 

anak—baik sebagai pelaku maupun korban—proses musyawarah penyelesaiannya dilakukan 

secara tertutup di kediaman salah satu tokoh adat, seperti rumah Keuchik, Imuem Meunasah, atau 

rumah anggota Tuha Peut, tergantung pada kondisi masing-masing Gampong.  

Adapun dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, umumnya diadakan 

kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan ureung tuha dari kedua belah 

pihak. Proses penyelesaian hampir seluruhnya berlangsung di tempat tinggal korban (istri) dan 

pelaku (suami). Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap 

 
7 Wawancara Dengan Fuadi (Sebagai Tuha Peut Gampong Rheum Barat) 27 Januari 2025. 
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perempuan di dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga, sehingga mereka cenderung 

menghindari potensi gosip yang mungkin muncul di masyarakat terkait dengan sengketa tersebut.8 

 

Evektifitas Fungsi Peran Tuha Peut dalam Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam 

Rumah Tangga di Gampong Rheum Barat  

Secara umum, kewenangan Tuha Peut mencakup berbagai isu yang dihadapi masyarakat, 

salah satunya adalah pengendalian kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Dalam konteks ini, 

peran Tuha Peut dalam mengatasi masalah kekerasan domestik harus memiliki tujuan yang jelas 

dan terukur. Efektivitas peran Tuha Peut dalam menangani permasalahan kekerasan dalam rumah 

tangga menyiratkan sejauh mana mereka mampu mencapai hasil yang diinginkan dalam 

penanganan kasus-kasus tersebut. Jika Tuha Peut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

status perannya dalam mengatasi kekerasan domestik dapat dianggap efektif. Namun, jika upaya 

tersebut tidak berhasil yang ditandai dengan ketiadaan resolusi damai maka perannya belum dapat 

dianggap efisien. Mengacu pada penjelasan tersebut, diharapkan Tuha Peut dapat berfungsi sebagai 

agen perdamaian dalam komunitas Gampong. 

Kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali diselesaikan melalui mekanisme mediasi. 

Berdasarkan teori, konsep konsolidatif dari penyelesaian konflik menggunakan pendekatan 

restorative justice direalisasikan melalui dialog antara para pihak yang terlibat. Dalam konteks 

masyarakat Indonesia, proses ini lazim dikenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat”. 

Musyawarah sendiri merepresentasikan nilai-nilai luhur yang telah menjadi bagian integral dari 

budaya masyarakat Indonesia. Fenomena serupa juga ditemukan pada kebiasaan berpikir dan 

bertindak masyarakat yang berasal dari beragam suku, khususnya di Aceh, di mana musyawarah 

cenderung dipilih sebagai sarana utama untuk mencari penyelesaian atas berbagai jenis perselisihan 

yang terjadi di tengah-tengah mereka.9 Secara kultural, praktik musyawarah telah lama menjadi 

bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian 

sengketa kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan pendekatan privat. Tradisi ini, yang 

mengedepankan diskusi bersama dan permufakatan, diyakini mampu memberikan solusi yang 

sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai komunitas lokal dalam menangani persoalan-persoalan 

domestik yang bersifat sensitif. 

 
8 Wawancara Dengan Madi (Sebagai Tuha Peut Gampong Rheum Barat) 29 Januari 2025. 
9 Ilyas Sarbini, Restorative Juatice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal 

Fundamental,Vol.9 No.1 (Januari-Juni 2020), Hal. 30.  

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240206392040338
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20240225242060303


Kulminasi: Journal of Falak and Sharia 
Vol. 3 No. 2 Desember 2025 

Sharah Najswa, Jamhir, Riza Afrian: The Role of Tuha Peut … 

P-ISSN  : 3032-6362 | E-ISSN : 3046-6644 35 

Di Indonesia, insiden kekerasan dalam rumah tangga masih banyak dijumpai dan telah 

menjadi persoalan yang cukup serius, sebab dapat menyebabkan terganggunya harmoni baik di 

lingkup keluarga maupun di masyarakat secara lebih luas. Sebagai contoh, di Gampong Rheum 

Barat selama tahun 2024 tercatat sebanyak delapan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dari 

jumlah tersebut, empat kasus berhasil diselesaikan secara damai pada tingkat gampong, sedangkan 

empat kasus sisanya tidak mampu diselesaikan dengan efektif melalui mekanisme peradilan di 

tingkat gampong. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah 

tangga masih menghadapi kendala tertentu, khususnya di tingkat komunitas lokal.  

Di Gampong Rheum Barat, apabila seorang korban kekerasan dalam rumah tangga merasa 

tidak mampu lagi menanggung tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, langkah awal yang 

biasanya diambil adalah mengungkapkan permasalahan tersebut kepada keluarganya. Hal ini 

bertujuan agar keluarga pelaku mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan 

pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi. Selanjutnya, korban biasanya melaporkan kejadian 

tersebut kepada Tuha Peut atau perangkat Gampong terkait, guna meminta pihak desa mengambil 

tindakan penyelesaian dan langkah-langkah lebih lanjut dalam menanggapi permasalahan 

tersebut.10  

Setelah laporan diterima oleh Tuha Peut, langkah awal yang ditempuh adalah memastikan 

perlindungan terhadap korban dengan menempatkannya di lokasi yang terpisah dan aman, 

sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara korban dan pelaku maupun 

keluarga pelaku. Selanjutnya, orang tua dari kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, 

mengambil alih tanggung jawab terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan 

memindahkan mereka ke kediaman masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa 

aman kepada anak-anak dari permasalahan yang tengah berlangsung antara kedua orang tua 

mereka. 

Setelah itu, pihak Tuha Peut, Keuchik, serta Ureung Tuha dari kedua kelompok yang 

bersengketa mengadakan diskusi bersama guna mencapai kesepakatan terkait langkah penyelesaian 

permasalahan dimaksud. Selanjutnya, Tuha Peut berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya konflik antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 

Selain itu, Tuha Peut juga mengumpulkan serta memverifikasi berbagai bukti dan keterangan dari 

saksi-saksi yang diyakini memiliki pengetahuan atau telah menyaksikan langsung insiden tersebut, 

untuk memperoleh gambaran kejadian yang sebenarnya.  

 
10 Wawancara dengan Korban, Tanggal 27 Januari 2025. 
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Selain itu, anggota Tuha Peut secara konsisten berperan aktif dalam memediasi pihak-pihak 

yang terlibat konflik. Apabila berbagai upaya perdamaian ini membuahkan hasil positif, kedua 

keluarga baik dari pihak korban maupun pelaku akan bersama-sama membahas dan menyelesaikan 

permasalahan melalui forum musyawarah yang kemudian diarahkan kepada proses persidangan.11 

Dan jika upaya musyawarah tidak berhasil, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan 

perkaranya ke mahkamah syar’iyah. Dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang 

dilaksanakan di Desa Rheum Barat tuha peut menggunakan metode musyawarah mufakat dengan 

tujuan dapat di selesaikan dengan damai, sehingga nantinya akan terciptanya ketentraman antra 

pihak yang sedang bersengketa. 

Pada tahun 2024 terdapat 4 kasus tidak bisa diselesaikan dengan damai ditingkat peradilan 

gampong. Salah satu kasus  kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berakhir damai dikarenakan 

keluarga pelaku malah menyalahkan korban penyebab terjadinya kdrt, yang mana menurut 

keterangan pelaku SF istrinya setiap ia pulang kerumah selalu meminta uang untuk keperluan 

rumah tangga, padahal pada saat itu ia sedang tidak memiliki pekerjaan. Jadi dengan keterangan 

pelaku keluarga pelaku malah membela adiknya  karna mereka menggangap bahwa istri pelaku 

adalah seorang istri durhaka yang tidak mengerti keadaan suaminya. Sedangkan menurut 

keterangan korban FD bagaimana ia tidak meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga pada 

suaminya, bekal untuk makan saja sudah tidak adalagi yang tersedia, uang sekolah anaknya juga 

sudah menunggak berbulan-bulan dan masih banyak lagi kebutuhan dalam rumah tangga yang 

tidak terpenuhi lagi selama setahun ini. Penyebab suaminya tidak bekerja lagi juga bukan tidak ada 

pekerjaan yang mau menerima tenaga suaminya, akan tetapi menurut keterangan korban pelaku 

sudah menjadi pecandu narkoba dalam satu tahun ini, jadi selama itu suaminya berubah drastis dan 

sering terjadi pertengkaran anatara mereka, salah satunya pelaku tidak mau bekerja lagi dan jika 

pelaku lapar pelaku malah memilih pulang kerumah orang tuanya tanpa memikirkan anak istrinya 

makan apa di rumah. Jadi dengan adanya keterangan-keterangan dari pelaku dan korban dalam 

proses musyawarah yang dilakukan oleh tuha peut tidaklah berhasil,  dikarenakan keluarga pelaku 

berdamai karena mereka menganggap bahwa keterangan yang diberikan korban hanyalah fitnah. 

Beberapa permasalahan juga berhasil diselesaikan secara damai melalui peran tuha peut di 

Gampong Rheum Barat. Sebagai contoh, terdapat satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang 

mencapai kesepakatan damai pada tanggal 20 Agustus 2024 di forum peradilan tingkat gampong. 

Dalam kasus tersebut, korban memutuskan untuk berdamai demi mempertahankan keutuhan 

keluarga, dengan pertimbangan utama masa depan anaknya. Ia meyakini bahwa perceraian akan 

 
11 Wawancara dengan Fuadi (Sebagai Tuha Peut Gampong Rheum Barat) 27 Januari 2025. 
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memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak mereka, 

sehingga perdamaian dianggap sebagai langkah terbaik bagi seluruh anggota keluarga.  

Menurut analisis penulis efektivitas fungsi peran dari Tuha Peut dalam menanggulangi 

kasus kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Rheum Barat sudah cukup efektif mulai dari 

penerimaan perkara sampai ke putusan sidang. dikarenakan Tuha Peut di Gampong Rheum Barat 

sudah melakukan tugasnya sejalan dengan  yang tercantum dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 

tentang Lembaga Adat. Yang isinya bahwa para anggota Tuha Peut dalam menjalankan fungsinya 

berwenang untuk menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.12 

Walaupun masih terdapat beberapa kasus yang gagal di selesaikan oleh Tuha Peut di Gampong 

Rheum Barat. Perlu diketahui gagalnya mediasi yang dilakukan Tuha Peut dalam suatu perkara, 

penyebabnya bukan karena dari peran Tuha Peutnya, akan tetapi pihak sengketa sendiri yang 

bersikeras tidak mau berdamai dan menyalahkan korban kekerasa dalam rumah tangga, serta 

menuduh korban penyebabnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan oleh 

anaknya (suami korban) jadi dengan begitu proses mediasi gagal dilakukan.13  

Meskipun Tuha Peut di Gampong Rheum Barat telah menunjukkan efektivitas yang cukup 

baik dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui musyawarah dan mufakat. 

Namun penelitian ini menunjukkan, peran tuha peut  masih perlu dikritisi karena, sanksi adat yang 

kurang tegas, dikarenakan Tuha Peut cenderung menyelesaikan perkara melalui musyawarah dan 

perdamaian tidak ditemukan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu 

penyelesaian adat juga lebih menekankan pada upaya damai untuk menghindari perceraian, bukan 

pada perlindungan korban atau penegakan keadilan. Dengan itu harapan penulis untuk tuha peut 

dan perangkat gampong yang terkait harus diberi pelatihan tentang  perspektif gender, hak asasi 

manusia, dan juga perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, supaya Tuha Peut 

dan Perangkat Gampong tidak lagi menormalisasi kekerasan atau menekan korban untuk berdamai 

tanpa keadilan yang utuh terhadap korban. Selanjutnya Tuha Peut juga perlu memastikan proses 

yang transparan, adil, dan berpihak pada korban, termasuk melibatkan pendamping korban dan 

pihak yang berwenang jika diperlukan. 

 

KESIMPULAN 

Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Rheum Barat, Tuha 

Peut menggunakan pendekatan musyawarah mufakat dengan tujuan utama menciptakan 

 
12 Qanun Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. 
13 Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Rheum Barat, Januari 2025. 
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penyelesaian damai, sehingga tercipta suasana harmonis dan rukun di antara para pihak yang 

terlibat dalam konflik. Pada tahap awal, Tuha Peut menerima laporan perkara, kemudian 

menginisiasi rapat bersama perangkat desa terkait untuk membahas kasus tersebut. Selanjutnya, 

Tuha Peut bersama perangkat Gampong melakukan kunjungan ke kediaman korban guna 

memperoleh keterangan secara langsung dari korban maupun pelaku. Langkah berikutnya 

melibatkan permintaan kesaksian dari pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut. Setelah 

seluruh keterangan dirasa memadai dan jelas, proses dilanjutkan pada penentuan mekanisme 

penyelesaian beserta sanksi yang sesuai secara adat. Penetapan bentuk hukuman yang akan 

diterapkan diputuskan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama, sehingga mampu 

mengedepankan nilai keadilan dan keharmonisan sosial. Akhirnya, tahapan terakhir berupa 

pengambilan keputusan peradilan adat dan pemberlakuan sanksi dijalankan sebagai bentuk 

penyelesaian akhir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Tuha Peut di Gampong 

Rheum Barat sangat vital dalam setiap tahapan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, 

khususnya dalam menegakkan ketertiban, kedamaian, dan keadilan di tengah masyarakat.  

Kinerja Tuha Peut dalam menangani dan mereduksi insiden kekerasan dalam rumah tangga 

di Gampong Rheum Barat dapat dikategorikan cukup efektif, dimulai dari tahap penerimaan 

laporan hingga pengambilan keputusan pada forum persidangan adat. Efektivitas ini dapat dilihat 

dari konsistensi pelaksanaan tugas oleh Tuha Peut, yang telah selaras dengan ketentuan yang diatur 

dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Regulasi tersebut menegaskan bahwa 

anggota Tuha Peut memiliki otoritas dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan rasa 

tentram, serta memelihara keharmonisan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Meskipun 

demikian, masih ditemukan sejumlah kasus yang belum berhasil diselesaikan oleh Tuha Peut di 

Gampong Rheum Barat. Perlu ditekankan bahwa kegagalan dalam upaya mediasi tersebut bukan 

disebabkan oleh kurang optimalnya peran lembaga Tuha Peut, melainkan lebih kepada sikap para 

pihak yang terlibat dalam sengketa. Sering kali, pihak pelaku bersikeras menolak perdamaian dan 

justru cenderung menyalahkan korban, bahkan menuding korban sebagai penyebab utama 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh saudara laki-lakinya (yaitu suami dari 

korban). 
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